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      ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi serta memahami 
batasan kepemilikan hak milik lebih dari 5(lima) bidang tanah yang terkait tapak kavling. 
Negara mengatur kepemilikan tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana 
masyarakat hanya boleh memiliki maksimal 5 (lima) bidang saja atau dengan luas 
keseluruhan kepemilikan SHM tersebut tidak lebih dari 5000 m2 (Lima ribu meter 
persegi) serta Bahwa pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana yang di 
amanatkan oleh pasal 7, pasal 17 dalam hal ini mengenai hak milik non pertanian 
sampai saat ini belum ada pembatasannya atau belum ada peraturan yang 
mengatur mengenai batas maksimum tanah hak milik non pertanian. Pengaturan 
tentang hal ini seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah 
untuk Rumah Tinggal. Dasar pelaksanaan risalah pertimbangan tapak kavling adalah 
peraturan kepala BPN RI no. 1 Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010. Hasil dari penulisan 
ini adalah Agar tercapai apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 undang-
undang dasar 1945 maka bpn dalam hal ini harus mengeluarkan peraturan 
mengenai pembatasan tanah hak milik non pertanian yang lebih komperhensif 
dan utuh agar dapat mencegah dan menindak apabila ada golongan atau pihak-
pihak yang menumpuk tanah-tanah hak milik non pertanian, sebaiknya 
membentuk peraturan yang mengatur pembatasan hak milik non pertanian  
memiliki rumusan-rumusanyang sama dengan ketentuan pembatasan mengenai 
tanah tersebut, misalnya membagi kategori tanah hak milik non pertanian 
berdasarkan wilayah strategis atau tidak strategis serta agar perorangan serta badan 
  
pertanahan nasional (BPN) dapat saling memperhatikan batasan kepemilikan oleh 
seseorang terhadap tanah hak miliknya, sehingga dapat terlaksananya program landreform 
serta memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang ditelah diharapkan, dalam  kaitannya  
dengan  pemanfaatan tata ruang  kota,  rencana  tapak  merupakan  salah satu  alat  
pengendalian  dan  penertiban  pemanfaatan  ruang  kota,  dan  sebagai pendorong 
pengembangan wilayah secara optimal, karena rencana tapak memuat pedoman dasar bagi 
perencanaan  kawasan,  perencanaan  bangunan,  pengelola  kawasan,  pemilik  bangunan, 
pengguna atau penghuni serta pihak lain yang terkait dengan kawasan di dalam menyusun 
dan menata suatu bagian kawasan yang bersifat operasional dan mengikat. untuk 
menyelesaikan permasalahan ini jalan yang bisa ditempuh oleh si pemilik/perorangan jika 
ingin mengajukan pemecahan sertifikat sesuai dengan keinginannya (walaupun lebih dari 
5 bidang) adalah dengan mengajukan pemecahan sertifikat serta mengajukan proses tapak 
kavling ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Kata kunci : landreform, Batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah, tapak kavling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
Purpose of this paper is to determine the existence and understand the limitations of property 
ownership of more than 5 (five ) parcel of land plots relating to the site. State regulating 
land ownership with the status Certificate of Land Ownership (SHM), where people can 
only have a maximum of five (5) areas, or the total area of the SHM ownership of no more 
than 5000 m2 (Five thousand square meters) and That restrictions on land ownership as 
mandated by Article 7, Article 17 in this case regarding non-agricultural property till now 
there is no restriction, or no regulation concerning the maximum limit of non-agricultural 
land property rights. The setting of this case as stated in the Decree of the State Minister of 
Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 6 of 1998 on the Granting of 
Property Rights to Land for House Live. Basic implementation is the treatise consideration 
plots tread head of BPN RI regulation no. 1 In 2010, dated January 25, 2010. The results 
of this paper are In order to achieve what is set forth in article 33, paragraph 3 of the 
Constitution in 1945 the BPN in this case must issue rules concerning restrictions on non-
agricultural land property rights more comprehensive and complete in order to prevent and 
take action if there are groups or parties that accumulate land property rights of 
nonagricultural, should establish regulations governing the restriction of property rights of 
nonagricultural formulated-rumusanyang together with the provisions of the restrictions on 
the land, for example, divide the category of land property rights of non agriculture based 
strategic area or is not strategic and so that individuals and entities the national land (BPN) 
to each of limitations of ownership by a person to land his property, so can the 
implementation of landreform and enacting Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of 
Agrarian (Basic Agrarian Law) ditelah expected, in relation to the utilization of city 
planning, site plans is one means of controlling and regulating the use of urban space, and 
as a driver of regional development optimally, due to site plan contains basic guidelines 
for area planning, construction planning, area managers, building owners, users or 
occupant as well as the others associated with the region in preparing and managing a 
regional part of an operational nature and binding. to resolve this matter roads that can be 
taken by the owner / individual if you want to file a certificate solution in accordance with 
his wishes (although more than 5 fields) is to submit a certificate as well as propose the 
process of solving the tread plots to the National Land Agency (BPN). 
Keywords: land reform, the minimum and maximum land holdings, treads plots. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka 
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana yang di amanatkan oleh pasal 7, 
pasal 17 UUPA dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.6 
Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
(BPN) RI no. 1 Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010 dalam hal ini mengenai hak 
milik non pertanian sampai saat ini belum ada pembatasannya atau belum ada 
peraturan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non 
pertanian, bahwa pembatasan harus segera dilakukan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan dalam waktu secepatnya, agar tidak menimbulkan penumpukan 
tanah pada satu golongan ataupun yang sering disebut tuan tanah yang dapat 
mengakibatkan monopoli dibidang pertanahan dan pembatasan pemilikan tanah 
adalah salah satu solusinya. 
2. Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1998 dan Peraturan Kepala BPN RI no. 1 Tahun 
2010,Tanggal 25 Januari 2010 dalam hal ini bukan merupakan pembatasan yang 
secara utuh tetapi melainkan hanya kebijakan yang secara atribusi terhadap pelaksana 
oleh undang-undang dan untuk pemerintah daerah terhadap Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) untuk pembatasan terhadap permohonan hak atas tanah Negara yang 
diperuntukkan sebagai rumah tinggal serta hanya pembatasan pemecahan bidang 
tanah oleh perorangan saja. 
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3. Bahwa Rencana  Tapak  juga  digunakan  Pemerintah  Kota  untuk  menjamin 
kepastian hukum dalam hal kepemilikan perorangan melalui proses pemecahan 
bidanganya yang disesuaikan antara rencana pemanfaatan ruang oleh pihak 
perorangan atau badan hukum dengan rencana tata ruang  wilayah  kota. Adapun 
sanksi terhadap kepemilikan yang melampaui batas sebenarnya telah ada, 
sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang no.56 Prp Tahun 
1960. Tetapi yang mengherankan adalah dimana sanksi telah ada namun peraturan 
yang dapat mengakibatkan dikenakan sanksi tesebut sampai saat ini belum ada atau 
belum diatur. 
Dalam hal adanya peraturan tentang tapak kavling tersebut, Badan Pertanahan 
Nasional (BPN)  menganggap peraturan tersebut tidaklah relevansi terhadap 
perkembangan jaman pada saat ini sehingga adanya zonasi peraturan tersebut hanyalah 
sebuah suatu kebijakan/ kewenangan/sebuah diskresi saja sesuai dengan tujuannya yang 
sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Bahwasannya diskresi tersebut dimaksudkan 
untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan 
kepastian hukum sebagai akibat dari kekosongan atau kekaburan aturan hukum , 
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau 
pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan 
aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan 
dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. 
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SARAN 
Agar tercapai apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945, Perlu 
adanya zonasi pembatasan pemilikan atau penguasaan atas tanah ini agar tidak terjadi 
ketimpangan sosial dan agar tidak timbul tanah terlantar. 
Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) 
UUPA yang menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud, diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh 
dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 
Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian, haruslah bagaimana implementasinya sesuai koridor hukum yang telah di 
amanatkan. 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini harus mengeluarkan peraturan yang tegas 
mengenai pembatasan tanah hak milik non pertanian yang lebih komperhensif dan utuh yang 
bersifat mengikat serta memberikan sanksi tegas dalam pelaksanaannya, agar dapat 
mencegah dan menindak apabila ada golongan atau pihak-pihak yang menumpuk tanah-tanah 
hak milik non pertanian, hal  ini menjadi  latar  belakang  perlu  dan  pentingnya kegiatan  
Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tapak di 
kabupaten suatu daerah yang bertujuan agar perorangan serta Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) dapat saling memperhatikan batasan kepemilikan oleh seseorang terhadap tanah hak 
miliknya, sehingga dapat terlaksananya program landreform serta memberlakukan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok 
Agraria) yang ditelah diharapkan. 
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i.PP No.38 Tahun 2007 tentang perijinan pemanfaatan ruang 
j.Peraturan pemerintah No.15 tahun 2010 tentang izin prinsip, izin lokasi, Izin Penggunaan 
Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pemanfaatan 
Ruang Lainnya. 
k.Peraturan Kepala BPN RI No.1 tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang risalah 
pertimbangan tapak kavling. 
l.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 , Pasal 1 butir 10 
m.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 butir 1 
